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BAB II
PERKEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
A.
Sistem Politik dan Ekonomi Korea Utara


Korea Utara dikenal sebagai negeri setengah pagi hari, namun sejarah terbentuknya Korea yang banyak ditandai dengan berbagai perang, serbuan, dan dominasi asing tidaklah membuat tenang masyarakat Korea. Sebuah kerajaan yang merdeka dan jaya selama lebih dari 500 tahun, sebelum Jepang menduduikinya pada tahun 1910. Korea Berharap untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya, namun ketika Jepang dikalahkan pada Perang Dunia II tahun 1945, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 bangsa Korea berhasil memperoleh kemerdekaannya, namun hal itu tidak bertahan lama karena Korea terbagi menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan dimana tentara Uni Soviet (kini Rusia) menduduki bagian Utara Semenanjung Korea sedangkan Amerika Serikat dibagian Selatan.


Kim II Sung Presiden Korea Utara, adalah pemecah rekor sebagai kepala negara yang paling lama berkuasa selama perang dingin. Ia lahir di tengah keluarga petani dekat Pyongyang pada 15 April 1912, bernama Kim Sung Chu. Pada tahun 1945, seusai Perang Dunia II dengan dukungan pasukan Uni Soviet, Kim pada saat itu mengusung reformasi di bidang sosial dan ekonomi bahkan militer. Dalam pelaksanaan pemerintahannya Kim II Sung terutama dalam hubungan partai militer di Korea Utara. Suck Ho Lee yang membahas masalah-masalah perbandingan politik hubungan partai militer khususnya di negara-negara komunis, menyarankan bahwa salah satu Framework untuk melihatnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian pengaruh dalam hubungan partai militer.


Oleh karena itu sebagai pijakan pertama  Kim II Sung merupakan anggota Tentara Merah sebagai komando Batalion ke-1 pada brigade ke-88 Angkatan Darat Uni Soviet yang ingin ditempatkan Stalin untuk menjadi pemimpin negara Korea Utara yang dibentuk oleh Uni Soviet. Dengan bantuan kehadiran tentara Uni Soviet di Korea Utara, Kim II Sung membangun kekuatan politiknya dengan memperkecil peran faksi yang datang dari Cina (baik sebagai faksi politik maupun militer). Oleh sebab itu, Kim II Sung dapat membangun pencitraan dirinya sebagai Founding Fahter Korea Utara. Dengan demikian, ideologi komunis Korea Utara dapat dipersonifikasikan pada Kim II Sung.


Sebagai pijakan kedua dapat disebutkan bahwa pada tahap awal berdirinya Korea Utara sampai dengan tahun 1960-an, sesudah pecahnya perang Korea 1950-1953, hubungan partai militer dalam politik lebih banyak dipengaruhi oleh peran militer. Hal ini disebabkan oleh latar belakang Kim II Sung seorang militer dibandingkan tokoh lain yang berlatar belakang aktivis partai komunis Korea di pengasingan yang datang dari wilayah Uni Soviet lainnya. Faksi-faksi partai komunis bukan militer inilah pada mulanya yang menjadi penopang kekuatan partai komunis Korea Utara yang menjadi pendukung kekuasaan Kim II Sung.


Sebagai pijakan ketiga dapat disebutkan bahwa oleh karena peran militer lebih mempengaruhi dalam politik Korea Utara. Berkaitan dengan situasi politik eksternal dan internal untuk menyatukan Korea, maka terjadilah Perang Korea 1950. Kim II Sung memandang dapat menyatukan Korea dengan jalan militer.
 Setelah Koea Utara gagal merebut bagian Selatan Semenanjung Korea dengan jalan militer terdapat perubahan situasi politik eksternal dimana Uni Soviet lebih menghendaki Korea Utara yang kuat secara politik di dalam negeri dan militer untuk mengimbangi kekuatan kedua Korea. Uni Soviet tidak ingin terlibat perang secara langsung dengan Amerika Serikat atas isu Korea. Untuk itu, negara Korea Utara yang kuat sekaligus patuh terhadap Uni Soviet lebih dibutuhkan.


Setelah itu Kim II Sung mengendalikan Partai Pekerja Korea (Korean Worker’s Party). Hubungan antara Korean Worker’s Party dengan ideologi negara Korea Utara dapat disebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Korean Worker’s Party merupakan bentuk implementasi dari ideologi komunisme. Dimanan peran Korean Worker’s Party negara Korea Utara adalah Absolut, yang berarti merupakan satu-satunya institusi yang menjamin dilaksanakannya ideologi komunisme yang dianut oleh negara Korea Utara. Sementara itu, sikap politik Korean Worker’s Party dapat diamati melalui keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui kongres rakyat, namun demikian lebih banyak diperankan oleh sikap dan pandangan politik pemimpin Korean Worker’s Party, dalam hal ini adalah Kim II Sung sebagai Sekretaris Jendral, selalu disebut sebagai bentuk implementasi ideologi komunisme terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga, Kim II Sung menjadi subjek dominan dalam menafsirkan komunisme dan menjadi panutan bagi rakyat Korea Utara untuk menyikapi secara politik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan persoalan suksesi menurut pandangan Kim II Sung dengan mewariskan kepemimpinan Korea Utara kepada anaknya Kim Jong II adalah termasuk dalam kerangka ideologi komunisme.


Kim II Sung mengembangkan doktrin yang disebut “Juche” sejak tahun 1960
, dimana doktrin ini sejenis nasionalisme yang didefinisikan sebagai keyakinan untuk melakukan percepatan kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan di atas kemampuan sendiri. Doktrin ini sengaja dikembangkan untuk membentuk rakyat Korea Utara agar mengabdikan diri mereka pada pengembangan becorak sosialis tanpa bantuan pihak asing. Apalagi dukungan Uni Soviet pada waktu itu sudah melemah sehingga Kim II Sung memodernisasi Korea Utara dengan memfokuskan pada kekuasaan negara dalam perencanaan ekonomi, rekonstruksi, industri berat, dan pengembangan militer. Upaya ini berhasil hingga decade 1970-an ketika perkembangan ekonomi bergerak maju. Namun kinerja Kim II Sung ini lama kelamaan membuat kinerja ekonomi Korea Utara mengalami kemunduran karena sikap keras dan provokatifnya Kim II Sung untuk tidak menerima investasi asing atau memberikan kesempatan pada perusahaan swasta serta tidak adanya lagi subsidi dari Uni Soviet setelah bubarnya Uni Soviet (kini Rusia).


Pada tahun terakhirnya, Kim II Sung mengangkat anaknya Kim Jong II, sebagai penerus politiknya. Kim Jong II diorbitkan untuk mengendalikan jabatan strategis di dalam badan utama partai dan militer. Akhirnya pada tanggal 3 Januari 1992 Kim Jong II diangkat sebagai First Vice Chairman pada National Defence Committee, yaitu Komando Tertinggi Lembaga Militer Korea.


Dimana dalam pidatonya pengangkatannya. Menurutnya, runtuhnya negara-negara komunis tersebut akibat kegagalannya mengimplementasikan teori Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, Jong II menekankan pada fungsi kediktatoran uyang pada gilirannya akan memperkuat pemerintahan rakyat sebagai penjamin suksesnya konstruksi Sosialis-Komunis.
 


Dengan konsistensinya Kim Jong II itu telah membuat Korea Utara tetap mempertahankan diri sebagai negara yang kuat dan disegani dalam pergaulan dunia internasional.


Secara langsung dan tidak langsung sistem politik Korea Utara terpengaruh oleh runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan terutama Uni Soviet. Sejak runtuhnya komunis, kebijakan nasional Korea Utara terfokus pada mempertahankan rezim sosialisnya selagi mengalami perubahan yang diakibatkan kehancuran perekonomiannya, terutama sejak kematian presiden Kim II Sung yang kemudian digantikan oleh anaknya, Kim Jong II. Pejabat Korea Utara memposisikan bahwa walaupun blok komunis telah runtuh, mereka akan bertahan pada sistem sosialisnya tanpa melakukan penyimpangan sedikitpun dari sitem sosialis, hal ini dikemukakan juga pada kebijakan militernya.


Korea Utara mengadopsi Marxisme-Leninisme sebagai filosofinya sejak memploklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948. tetapi tidak lama kemudian diganti dengan ideologi “Juche”, yang merupakan aplikasi dari Marxisme-Leninisme pada Korea Utara. Revisi konstitusional menghapus referensi pada Marxisme-Leninisme. Kostitusi menetapkan bahwa Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)- utara telah membuat ideologi baru yaitu ideologi Juche, yang merupakan ideologi revolusi dengan memusatkan perhatian masyarakatnya untuk menyadari kebebasan, yang merupakan prinsip sebagai pedoman untuk pelaksanaannya. Seperti dalam negara komunis lainnya, kelompok yang paling kuat di Korea Utara adalah Partai Komunis, yang bernama Partai Buruh Korea.

Korea Utara menyatakan bahwa ideologi Juche dibuat oleh Kim II Sung dan filosofinya dikembangkan oleh anaknya Kim Jong II. Hal ini telah menjadi bagian dari rencana Pyongyang untuk mensukseskan Dinasti Kim dan untuk memperkuat statusnya sebagai pensukses rencana ayahnya yang tidak dapat di sangkal. Ideologi Juche sebagian besar terdiri dari dua bagian, yaitu : 

1. Teori filosofis, yang menegakkan bahwa masyarakat merupakan penguasa dari sejarah dan revolusi.

2. Prinsip sebagai pedoman, atau “Pandangan Revolusioner Pemimpin”, yang menyatakan bahwa meskipun begitu, masyarakat tidak di perkenankan untuk mengambil tindakan spontanitas dan revolusioner kecuali mereka termasuk dalam tentara revolusioner dan dipimpin oleh Suryong.
 

Pada tahun 1980, Korea Utara menyatakan, Kim Jong II sebagai pengembang konsep “Pandangan Revolusioner” menjadi lebih teoritis dan sistematik dengan memperkenalkan “Teori Badan Sosial Politik yang Abadi”. Meskipun konstitusi Korea Utara membawa berbagai ketentuan yang menetapkan kebebasan untuk berbicara dan berkelompok, sesungguhnya warga negara Korea Utara telah menjadi budak seperti yang di sebut “10 Prinsip untuk memperkuat sistem partai yang ideologis monolitis”. Adapun 10 prinsip tersebut diantaranya : 

1. Seluruh masyarakat harus tunduk pada ideologi revolusioner Kim II Sung.

2. Kim II Sung harus ditegakkan dengan loyalitas yang tidak menyimpang.

3. Kekuasaan Kim II Sung sebagai kekuasaan yang absolut.

4. Pemikiran revolusioner Kim II Sung harus dihormati sebagai kepercayaan masyarakat dan instruksinya sebagai keyakinan masyarakat.

5. Prinsip loyalitas harus dilaksanakan dalam menjalankan instruksi Kim II Sung.

6. Kesatuan ideologi partai dan solidaritas revolusioner dengan Kim II Sung sebagai pemimpin harus diperkuat.

7. Anggota partai harus menyamai dirinya dengan Kim II Sung dan memperalat diri dengan personaliti komunis yang sama dan cara kerja revolusioner yang sama seperti Kim II Sung.

8. Anggota partai harus menerima kehidupan politik yang telah diberikan oleh Kim II Sung dan membalasnya dengan kepercayaan politiknya sebagai loyalitas.

9. Seluruh partai, negara dan tentara harus menetapkan kedisplinan yang ketat untuk bertindak dibawah kepemimpinan monolitis Kim II Sung.

10. Tujuan revolusioner yang ditetapkan Kim II Sung harus diwarisi dan di sempurnakan dari generasi ke generasi.
  

Karakteristik sosialis Korea Utara Dijelaskan dalam pidato Kim Jong II pada 5 Mei 1991 yang menerangkan bahwa “sosialisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Selama pertentangan golongan masih berlanjut, demokrasi harus datang dengan sendirinya dan oleh karena itu, pemerintahan diktator tidak dapat dielakkan. Pelaksanaan sosialis demokratis untuk masyarakat tetapi  pelaksanaan diktator hanya untuk semua musuh. Imperialis dan counter revolusioner mencoba untuk menuduh sosialis revolusioner atas kediktatorannya, tetapi ini hanyalah ditujukan pada alasan palsu rencan kejahatan mereka untuk menentang sosialisme...”


Presiden Korea Utara dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun, tetapi dengan tidak ada batas untuk terpilih kembali. Presiden menduduki kursi Central People’s Committee, yang merupakan badan administrasi paling tinggi yang mengatur setiap aktivitas dari kabinet. Konstitusi menetapkan bahwa presiden berhak mengeluarkan tata tertib (hukum). Ini mengidentifikasikan bahwa presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.


Sistem peradilan Korea Utara, dibawah kendali partai buruh untuk menghukum para pelaku kejahatan dan untuk mencapai tujuan ideologi politik. Sistem peradilan terdiri dari pengadilan pusat, pengadilan masyarakat, pengadilan khusus dan kantor kejaksaan tinggi. Fungsi dari pengadilan pusat adalah untuk memeriksa kasus kriminal dan sipil, meninjau kembali kasus yang sedang diatasi oleh pengadilan provinsi dan mengawasi semua proses peradilan dari seluruh pengadilan.

2.   Kondisi Ekonomi Korea Utara  


Pemerintahan Kim Jong II menghadapi tekanan yang sangat serius untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang melanda Korea Utara, yang semakin parah, sehingga mau tidak mau pemerintahan Kim Jong II harus melakukan kebijakan luar negerinya untuk membuka diri terhadap dunia luar khusunya dunia internasional, dimanan bila hal tersebut tidak dilakukan kondisi Korea Utara akan bertambah buruk. Korea Utara berusaha berjuang keras mengatasi krisis pangan dengan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, maka Kim Jong II berharap dapat membantu memulihkan ekonomi negaranya, dengan populasi penduduk 21,2 juta orang, jumlah GNP yang menurun menyebabkan Kim Jong II menghadapi keambrukan ekonomi jangka panjang.


Perekonomian Korea Utara mengalami peningkatan minus selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 1990. yang sangat anjlok adalah sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Pihak Korea Utara menyatakan bahwa keruntuhan Uni Soviet membawa kesulitan bagi negaranya, dan menyebabkan pukulan yang fatal bagi Korea Utara karena Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan rekan dagang mereka. Walaupun demikian, sebelum runtuhnya Uni Sovietpun perekonomian Korea Utara memang rendah, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak dalam keadaan minus seperti sekarang ini, sehingga dengan runtuhnya Uni Soviet semakin memperburuk perekonomian Korea Utara.


Dalam pemerintahan Kim Jong II ini, walaupun kondisi perekonomiannya buruk, namun Kim menganggap masalah militer adalah masalah kenegaraan yang sangat penting karena berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Korea Utara dari kemungkinan serangan. Sehingga dituntut untuk dilakukannya usaha penuh demi meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan mengembangkan barisan militer-militer yang aktif.

Dalam bidang ekonomi, hingga kini Korea Utara merupakan negara yang tetap konsisten mempertahankan sisten ekonomi dan perdagangan yang berazas sosialis-komunis yang tertutup. Hal ini tercermin dalam pembangunan ekonomi negara yang berdasar pada azas “Chajusong”, yaitu membangun atas dasar kekuatan dan kepercayaan sendiri (mandiri), serta dengan memanfaatkan sumber-sumber alam di dalam negeri semaksimal mungkin. Selain itu juga menghindari ketergantungan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Kebijakan negara yang ingin mempertahankan sistem sosialis yang mandiri (melalui ajaran Juche) kiranya turut menjadi sebab sulitnya negara ini mengadaptasi sistem ekonomi pasar.

Korea utara yang berpendudukan 23 juta jiwa ini, sebagian besar 80% hidup di pedesaan dan golongan penduduk inilah yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang melanda korea Utara. Kegiatan ekonomi nasional Korea Utara merupakan titik lemah dalam sistem kenegaraan secara keseluruhan yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a.
Berlakunya Sistem Ekonomi Sosialis Ortodoks.

Masih  diberlakukannya larangan bagi masyarakat untuk berdagang guna mencari kepentingan dan manfaat sendiri, kecuali di dalam koperasi-koperasi yang disetujui dan dibentuk menurut aturan pusat. Dalam pada itu, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri sangat dibatasi oleh norma “kebersamaan”, dimana seseorang tidak boleh “memiliki lebih” dari yang lainnya (solidaritas dalam arti sempit).

b.
Sumber Daya Alam Yang Terbatas


Secara geografis wilayah Korea Utara dikenal sebagai daerah yang tidak banyak memiliki tanah subur dan seringkali diterpa banjir dan musim dingin yang berat. Hal ini memaksa pilihan kebijakan pemerintah Korea Utara untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena tidak alternatif lain yang bisa dikembangkan, misalnya tenaga air, tenaga surya ataupun uap. Sumber daya alam yang terbatas juga mempengaruhi industri manufakturnya, karena menderita kelangkaan bahan bakar maupun biji besi yang disuplai oleh Rusia dan Cina.


c.
Sistem yang tertutup terhadap Pengaruh maupun Teknologi Asing.


Sistem sosialis “Juche” yang dianut oleh Korea Utara menekankan kemandirian pada segala bidang, yang pada akhirnya menutup kesempatan dalam menerima ahli teknologi maupun bantuan kerjasama dengan negara lain. Mitra kerjasama luar negeri tradisional (Rusia dan Cina) yang dulu secara otomatis mewariskan teknologinya ke Korea Utara tidak lagi menganggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya keuntungan ekonomis, padahal kepada kedua negara itulah Korea Utara bersedia membuka diri secara otomatis dan bersedia menerima pengaruh.


d.
Teknologi Industri yang Terbelakang.


Sektor industri Korea Utara merupakan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan, namun terhambat geraknya karena masih menunggu suntikan modal dan teknologi. Industri militer dan persenjataan (peluru kendali dan perangkat militer lainnya) merupakan satu-satunya cabang industri Korea Utara yang masih bertahan kuat.


e.
Sumber Pemasukan Devisa Negara yang Terbatas.

Secara objektif, lemahnya kualitas dan jumlah hasil industri Korea Utara membuat daya saing produknya terbatas. Secara subjektif, sikap Korea Utara yang tertutup dan anti interdependensi membuatnya jauh dari prospek kemitraan dengan pengusaha dari negara lain (terisolasi). Diluar penghasilan devisa dari industri militer (yang tidak pernah secara resmi dilaporkan), maka pada dasarnya pemasukan devisa negara kecil atau terbatas.

Selain hal diatas salah satu masalah yang berkepanjangan yang masih belum ditemukan jawabannya oleh pemerintah Korea Utara adalah krisis energi dan krisis pangan. Tanpa sumber daya alam dan teknologi untuk membagun pembangkit listrik tenaga air, uap, maupun matahari, maka pemerintahan Korea Utara sejak awal ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam kaitan ini, teknologi yang dimungkinkan untuk tujuan itu adalah pembangunan reaktor air berat, yang selain berbahaya juga dicurigai oleh Negara-negara barat dapat diproses untuk mengembangkan senjata nuklir. Dalam krisis pangan juga masalah utama karena keberhasilan program “dua kali panen” di tahun 2002 bagi pertanian Korea Utara membawa hasil pangan yang lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap merupakan sepertiga dari seluruh kebutuhan rakyatnya. Kaitannya dengan kebijakan Public Distribution System yang membagikan pangan ke rakyat dengan harga yang disubsidi telah lama mendapat kritikan dari para negara donor internsaional. Alasan pemerintah Korea Utara adalah Negara menganut kebijakan Army First yang selalu mendahulukan kebutuhan tentara di atas segalanya, tetapi dengan demikian untuk menutupi sisa kekurangan pangan tersebut hingga tahun 2002 masih mengandalkan donasi pangan PBB dan NGO, yang dimotori negara-negara donor utama yang sering menjadi objek kemarahan Korea Utara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Korea Selatan.

B.
Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara.
1.
Latar Belakang Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara
Korea Utara Memulai program pengembangan energi nuklir lebih dahulu daripada program perbaikan ekonominya diakhir 1950-an. Meskipun tujuannya awalnya untuk pembangunan energi nuklir dengan tujuan damai (pembangkit tenaga listrik), tetapi kemampuan fasilitas nuklir Korea Utara dapat dengan mudah diubah untuk tujuan militer (memproduksi bom nuklir). Kenneth Weltz menyebutkan alasan mengapa suatu negara ingin memiliki senjata nuklir? Untuk Korea Utara alasannya dapat disebutkan antara lain ketakutan pada suatu konvensional saat ini atau masa yang akan datang, suatu alternatif yang lebih murah dan aman untuk perlombaan senjata konvensional, ketakutan bahwa musuh memiliki senjata nuklir sementara dirinya tidak memiliki aliansi dengan negara yang memiliki senjata nuklir.

Hiroshi Ohta, seorang diplomat senior pada Kementerian Luar Negeri Jepang yang membidangi ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengatakan bahwa alasan Korea Utara untuk memulai program pengembangan senjata nuklir adalah untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan militer di Semenanjung Korea yang lebih unggul pihak Korea Selatan pada tahun 1980-an. Meskipun Korea Utara lebih unggul dalam jumlah tentara dibandingkan Korea Selatan, tetapi kekuatan militer Korea Selatan memiliki keunggulan yang ditunjukkan melalui persenjataan yang terkenal ampuh di medan pertempuran seperti pesawat tempur F-16 bantuan Amerika Serikat. Untuk kondisi geografis Semenanjung Korea peran pesawat tempur cukup besar dalam menentukan strategi kemenangan perang.

Dengan demikian, Korea Utara memutuskan untuk memiliki senjata nuklir adalah untuk mencoba menyeimbangkan kesenjangan teknologi dari peralatan perang yang dimiliki oleh Korea Selatan. Dengan membandingkan pembelanjaan atau pengembangan teknologi militer, pembangunan fasilitas senjata nuklir adalah relatif lebih murah dibanding selalu mengadakan pembelanjaan persenjataan konvensional baru yang mengikuti perkembangan teknologi.

Andrew Mack, seorang pakar Korea dari Australian National University menyebutkan bahwa dorongan lain dari Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir ialah usaha deteren terhadap kemungkinan serangan nuklir dari Amerika Serikat. Ketakutan Korea Utara akan ancaman nuklir dari Amerika Serikat beralasan oleh sebab, digelarnya peluru-peluru kendali berkepala nuklir miliki Amerika Serikat di sepanjang daerah demarkasi Korea Utara-Selatan. Meskipun mantan presiden Amerika Serikat George Bush mengumumkan penarikan senjata nuklir taktis milik Amerika Serikat di Semenanjung Korea pada September 1991, tetapi Korea Utara memandang bahwa dapat saja senjata tersebut diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang atau dari kapal induk atau kapal selam di laut Pasifik.

Sebaliknya, mantan Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Yong Nam memberikan pernyataan setelah menerima mantan Menteri Luar Negeri Uni Soviet E. Sheverdnaze yang berkunjung ke Pyongyang pada Sepetember 1990, mengatakan bahwa jika Uni Soviet membuka hubungan dengan Korea Selatan, aliansi antara Uni Soviet dan Korea Utara akan berakhir. Selanjutnya Kim Yong Nam menambahkan bahwa kami tidak ada pilihan lain untuk mengambil langkah tindakan dalam memberikan kepada kami sendiri persenjataan yang mana kami sejauh ini telah menyandarkan pada aliansi tersebut
. Dengan kata lain pernyataan   dari Kim Yong Nam adalah senjata nuklir dimana aliansi dengan Uni Soviet berarti mengatasi persoalan ketakutan Korea Utara bahwa Korea Selatan memiliki senjata nuklir sementara Korea Utara tidak memiliki aliansi dengan negara yang memiliki senjata nuklir.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Kim Jong Il tidak dapat menghindari untuk meneruskan kebijakan keamanan Korea Utara melalui program pengembangan senjata nuklir yang telah dipersiapkan sejak lama dan merupakan program militer Korea Utara.  
2.   Program Nuklir Korea Utara


Digunakannya bom atom oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Dunia II menandai dimulainya era nuklir dalam perang. Sementara itu, pasca Perang Korea 1953 dengan hadirnya pasukan Amerika Serikat di perbatasan Korea Utara-Selatan, Korea Utara memandang Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai ancaman serius dan nyata bagi keamanannya. Perimbangan kekuatan militer berubah menjadi lebih unggul pihak selatan.

Perasaan tidak aman dengan ditariknya pasukan China dari Korea Utara, di lain sisi pemerintah Korea Selatan mengumumkan tetap mempertahankan kebijakan membebaskan Korea Utara melalui kekuatan militer. Hal ini mendorong Uni Soviet membantu Korea Utara untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya sendiri, berkaitan dengan mulainya era nuklir dalam perang. Oleh sebab itu, mulai 1956 Korea Utara berusaha membangun industri peralatan militer konvensionalnya, dan merencanakan pengembangan teknologi senjata nuklir dengan bantuan Uni Soviet.

Pada bulan September 1956, Uni Soviet dan Korea Utara berkesimpulan untuk menyetujui kerjasama kesepakatan mengenai riset nuklir.
 Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, maka sebanyak 30 orang ilmuwan fisika Korea Utara berpartisapasi dalam proyek riset nuklir di Institut Riset Nuklir Dubuna. Ketiga puluh ilmuwan tersebut terlibat dalam berbagai eksperimen nuklir dan tes-tes nuklir untuk tujuan keilmuwan. Menurut presiden Institut Riset Energi Atom Korea Utara, Kim Dong-bin bahwa telah terdapat 200 orang ilmuwan nuklir Korea Utara pada tahun 1991.
 

Melanjutkan kesepakatan 1956, pada tahun 1959 Korea Utara menandatangani perjanjian penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dengan Uni Soviet dan China. Sebagai upaya menetapkan kesepakatan tahun 1959 dalam kebijaksanaan politik Korea Utara, maka dalam kongres keempat Korean Worker’s Party 1961, pemimpin Korea Utara memutuskan kebijaksanaan untuk mengembangkan energi nuklir. Hal ini ditujukan untuk persiapan dimulainya pembangunan Pusar Riset Energi pertama Korea Utara di Yongbyon pada tahun 1962 dengan bantuan Uni Soviet.
 


Pada tahun 1965, Korea Utara menerima reaktor nukir IRT-2000 yang memiliki daya sebesar 2 Megawatt dari Uni Soviet sebagai reaktor nuklir pertamanya. Dan baru pada tahun 1967, Uni Soviet sepakat untuk mensuplai Korea Utara kebutuhan pembangunan reaktor nuklir lainnya. Namun demikian, kemampuan reaktor nuklir IRT-2000 jika berhasil hanya mampu mengektraksi uranium menjadi beberapa gram plutonium saja. Plutonium merupakan bahan baku bom nuklir. Artinya, Korea Utara belum cukup mampu untuk membuat bom nuklir dengan hanya beberapa gram plutonium. Untuk mewujudkan pembangunan reaktor-reaktor nuklir lainnya di Korea Utara.


Pada tahun 1970-an Korea Utara mulai memusatkan penelitiannya pada pendauran bahan baku nuklir, seperti penyulingan (refining), pengubahan (convertion), dan pembuatan (fabrication). Pada tahun 1974, para tenaga ahli Korea Utara secara mandiri sudah dapat memodernisasikan reaktor risetnya (IRT-2 MW), seperti halnya yang dioperasikan di negara Uni Soviet dan negara-negara maju lainnya, dengan menjadikannnya berkapasitas 8 Megawatt dan menghasilkan bahan baku nuklir yang lebih besar. Pada periode yang sama, Korea Utara mulai menbangun sebuah reaktor riset berkapasitas 5 Megawatt yang disebut “reaktor kedua” pada tahun 1980.
 Baru pada tahun 1986 Korea Utara mulai pengoperasian reaktor yang bertenaga 5 MegaWatt di Yongbyon setelah Korea Utara menandatangani NPT (Non-ploriferation Treaty) pada Desember 1985 dan mendapatkan imbalan dari Uni Soviet yaitu reaktor dengan tenaga daya yang lebih besar.
TABEL 2.1

 FASILITAS NUKLIR KOREA UTARA
	Classification
	Location
	Year of Instalation

	Research Reactor IRT-2000
	Yongbyon
	1965

	Critical Assembly
	Pyongyang
	unknown

	Quasi-Critical Assembly
	Pyongyang
	1979

	Reactor 5 MW
	Yongbyon
	1986

	Nuclear Fuel rod Production and Storage Facilities
	Yongbyon
	Unknown

	Radio-chemical laboratory
	Yongbyon
	1987

	Nuclear Power Plant 50 MW
	Yongbyon
	Unknown

	Nuclear Power Plant 200 MW
	Taechon
	1985

	Three-Reactor Nuclear Power Plant
	Pyongyang
	Unknown

	Uranium Enrichment Plant
	Pyongsan
	Unknown

	Uranium Enrichment Plant
	Bakchon
	Unknown

	Uranium Mine
	Pyongsan
	Unknown

	Uranium Mine
	Sunchon
	Unknown

	Four-Reactor Nuclear Power Plant (440 MW x 4)
	Sinpo
	Planned in 2000

	Two “Suspected” Nuclear waste Treatment Sites
	Yongbyon
	unknown


Sumber : Joong Ang Daily News, 23 Februari 1993

Pada tahun yang sama Korea Utara menyimpan 26 juta ton uranium. Korea Utara mulai membangun reaktor nuklir yang berkekuatan 50 MW dan 200 MW pada tahun 1985 yang dapat membuat 7-10 bom nuklir per tahun. Kemudian pada tahun 1987 Korea Utara mulai membangun fasilitas laboraturium pengolah ulang plutonium dan laboraturium kimia radioaktif. Laboraturium ini dapat berfungsi untuk membuat bom kimia. Pada tahun 1991 dilaporkan Menteri Pertahanan Korea Selatan bahwa Korea Utara telah memiliki 1.000 ton bom kimia. Baru pada tahun 1989 Korea Utara membangun reaktor nuklir yang berkekuatan 800 Megawatt, dapat membuat senjata kelas plutonium 30-40 bom nuklir per tahun.

Antara dua Korea berhasil menandatangani sebuah pernyataan bersama mengenai “usulan denuklirisasi korea” tanpa bantuan dari pihak luar pada tanggal 31 Desember 1991 atau yang disebut “Korean Peninsula” zona bebas nuklir Semenanjung Korea. Pada tahun 1992 Korea Utara akhirnya bersedia untuk menginjinkan tim IAEA melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Korea Utara.


Pada Mei 2003 Korea Utara mengumumkan telah membongkar 8.000 batang bekas bahan bakar dari reaktor nuklirnya dan merencanakan proses ulang plutonium untuk pembuatan bom nuklir
. Dan pada 1980-an Korea Utara telah menjual rudal Scud B yang memiliki jangkauan tembak sejauh 300 km dan rudal Scud C yang mempunyai jangkauan tembak sejauh 500 km hingga 600 km kepada Iran dan digunakan Iran rudal Scud B dan Scud C dalam perang melawan Irak pada tahun 1980-an. Seperti dimaklumi Iran dan Korea Utara menjalin hubungan militer yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade.  

Program nuklir Korea Utara telah menjadi pusat perdebatan dunia sejak awal 1990-an. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai seberapa jauh kemampuan Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir, namun terdapat konsensus di kalangan intelijen bahwa Kim Jong Il mulai memimpin program nuklir sejak akhir 1980-an.


Program nuklir berbasis plutonium di Yongbyon dan program nuklir HUE (highly enriched uranium) yang dikembangkan oleh Korea Utara dinilai sangat membahayakan keamanan global. Menurut pakar pertahanan Jane’s Defence Weekly, Diperkirakan Korea Utara dewasa ini telah memproduksi 5 sampai 7 senjata nuklir. Sedangkan pada tahun 2002 Korea Utara memiliki 10 hulu ledak nuklir
. Sedangkan menurut CIA tahun 2003 Korea Utara mengembangkan uranium dan plutonium membuat 6 bom nuklir.


Berbeda dari program nuklir yang masih tanda tanya, program peluru kendali Korea Utara tampak lebih transparan. Percobaan peluru kendali yang telah dilakukan berkali-kali membuktikan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan mengembangkan peluru kendali. Pada pertengahan dekade 1980-an, Korea Utara berhasil memproduksi peluru kendali jarak menengah. Dalam perkembangannya, Korea Utara berhasil memproduksi peluru kendali Hwasong sebanyak 300 sampai 500 buah. Peluru kendali jenis ini memiliki jangkuan sampai Korea Selatan.
 
3.   Nuklir Sebagai Alat Pertahanan Korea Utara.

Dengan status negara yang terkondisikan “perang tidak damai pun tidak”. Korea Utara hingga kini masih terus menyiagakan kekuatan meiliternya untuk mengantisipasi ancaman perang agresi dari negara-negara yang merupakan musuhnya, yakni Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Pentingnya posisi dan peranan militer di Korea Utara, yang tergabung dalam People’s Aremed Force atau Tentara Rakyat Korea (TRK), merupakan salah satu wujud kebijakan nasional yang dicetuskan oleh Marsekal Kim Jong Il dengan nama “Army First Policy”. Peranan militer adalah salah satu kunci dari kekuatan yang sering di selogankan di Korea Utara, selain ideologi dan ilmu pengetahuan.


Kesiapan militer di Korea Utara juga ditunjukkan dengan sikap aktifnya yang diwarnai dengan percobaan-percobaan peluncuran satelit antara lain peluncuran satelit “Kwangmyongsong” yang oleh negara-negara musuhnya disebut sebagai “peluru Kendali”.


TRK berada dibawah Komando Komisi Pertahanan Nasional yang diketuai oleh Marsekal Kim Jong Il yang juga merupakan Panglima tertinggi TRK, sementara yang bertindak sebagai menteri angkatan bersenjata ialah Vice-Marshal Kim Il Chol. Menurut informasi terakhir, TRK berkekuatan sekitar 1,04 juta personil dengan 100.000 personil diantaranya merupakan pasukan komando yang dipersiapkan untuk melakukan serbuan secara cepat ke wilayah Korea Selatan, disamping itu, terdapat pula 7,5 juta orang wajib militer yang setiap saat bisa dikerahkan untuk menghadapi perang.


Dalam hal ini Korea utara juga melakukan usaha yang maksimal untuk tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional baik dalam bidang personil berupa peningkatan berisan-barisan militer yang tangguh maupun pengembangan kesenjataan termasuk pengembangan senjata nuklir untuk menghasilkan senjata yang dapat digunakan sebagai alat pertahanan dari kemungkinan ancaman serangan dari luar yang juga memiliki senjata nuklir.

Isu senjata nuklir Korea utara, dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Senin (27/9), Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe-Su-Hon mengatakan bahwa : 

Upaya negerinya untuk memproduksi plutonium guna membuat senjata nuklir dimaksudkan untuk mempertahankan diri dari ancaman nuklir Amerika Serikat yang terus meningkat, dan guna mencegah perang nuklir di Asia, sambil mengingat bahwa bahaya perang di Jazirah Korea ini seperti “Bola Salju”, yang makin lama makin membesar,...tegasnya. negaranya mengembangkan senjata nuklir untuk pertahanan diri karena kebijakan Amerika Serikat dirancang untuk “memusnahkan” Korea Utara dan menjadikannya “Sasaran serangan nuklir mendahului (Pre-Emptive)”.


Selain itu pengembangan senjata nuklir Korea Utara didasari oleh kebijaksanaan militernya, diantaranya militerisasi dan memperkuat pertahanan seluruh negara, melaksanakan komunisme di seluruh Semenanjung Korea dan melaksanakan pertahanan dengan kekuatan sendiri. Semenjak munculnya konflik antara Korea Utara-Selatan, AS melakukan latihan militer bersama dengan Korea Selatan dan membangun pangkalan militer di Korea Selatan yang dimaksudkan untuk memberikan payung pertahanan bagi Korea Selatan, hal ini dianggap Korea Utara sebagai ancaman karena keberadaan militer AS yang begitu dekat dengan negaranya, walaupun AS beralasan hanya melakukan latihan bersama.

Pada bulan Desember 1962, Kim Il Sung mengeluarkan empat pedoman militer. Salah satunya adalah, mempersenjatai keseluruhan populasi, membentengi seluruh negeri, melatih seluruh angkatan perang sebagai “cadre army” dan memodernisasi persenjataan, doktrin dan taktik dibawah prinsip self-reliance (percaya terhadap kemampuan sendiri) dalam pertahanan nasional. Hal ini merupakan salah satu dasar mengapa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir.



Pyongyang juga memiliki beberapa rudal jarak menengah dan jauh. Misalnya Nodong, yang bisa mencapai jarak 1.300 km yang berarti bisa mencapai Korea Selatan dan Jepang. Lalu Taepodong I, dengan daya jelajah 1.500-2.000km, Korea Utara juga sedang mengembangkan rudal Taepodong II dan Taepodong III, yang pertama bisa mencapai Alaska dan Hawaii dan yang kedua kemungkinan bisa sampai daratan Amerika Serikat.

4.   Nuklir Alat Untuk Memperkuat Posisi Korea Utara di Asia Timur.

Korea Utara merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur, namun kondisi perekonomian Korea Utara sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur lainnya termasuk Korea Selatan, Korea Utara memburuk setelah terhentinya bantuan dari Uni Soviet dan belum juga pulih sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Korea Utara yang tertutup dan melarang investasi asing, serta bencana alam yang sering melanda dan merusak samua hasil pertanian yang telah diusahakan oleh rakyat Korea Utara.


Kondisi perekonomian yang buruk itu tidak mampu membuat Korea Utara bersaing dengan negara-negara di Asia Timur lainnya, namun begitu, industri militer dan persenjataan (peluru kendali dan perangkat militer lainnya) serta kepemilikan akan senjata nuklir telah membuat posisi Korea Utara cukup penting dan diperhitungkan di Asia Timur, hali ini karena berhubungan dengan masalah stabilitas keamanan Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea. Bahkan bukan hanya negara tetangganya seperti Korea Selatan dan Jepang tetapi Amerika Serikat juga merasa khawatir terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara selain dapat mengancam stabilitas Asia Timur tetapi juga dapat memicu perlombaan senjata nukir regional yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan internasional.


Bagi Amerika, Korea Selatan dan Jepang pengembangan senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman yang sangat serius, namun bagi Korea Utara pengembangan senjata nuklirnya merupakan suatu alat untuk memperkuat posisinya di Asia Timur. Korea Utara menjadi negara yang cukup berpengaruh di Asia Timur karena pengembangan nuklirnya telah menimbulkan krisis yang panjang di Semenanjung Korea yang mengundang kekhawatiran bukan hanya bagi negara-negara Asia Timur tetapi juga negara-negara di luar Asia Timur.


Berbagai upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk menghentikan keinginan kuat Korea Utara untuk mengembangakan senjata nuklirnya mulai dari negosiasi, ancaman, sampai sanksi ekonomi bahkan juga mengundang negara terdekat dengan Korea Utara seperti, China dan Rusia. Tetapi hal tersebut tidak juga membuat Korea Utara mau untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya.
5.   Nuklir Sebagai Alat Tawar Korea Utara dengan Amerika

Sebagai salah satu negara blok komunis-sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara menghadapi tantangan yang serius pada kemampuan survive-nya negara di era pasca Perang Dingin. Runtuhnya negara-negara blok komunis-sosialis sangat menguncang para pemimpin Korea Utara, dan menimbulkan krisis pada hampir semua bidang, seperti diplomasi, perekonomian, pertahanan, dan politik di dalam negeri.


Secara ekonomi, Korea Utara menghadapi kondisi perekonomian yang  memburuk. Pilihan pemulihan perekonomian korea Utara, sama dengan negara blok komunis lainnya, adalah harus menjalin hubungan diplomatik dengan negara Barat. Namun demikian, pilihan ini terhambat oleh program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh negaranya.


Untuk mengatasi masalah nuklir tersebut dan mendapatkan bantuan ekonomi, pada tanggal 21 Oktober 1994 di Genewa, Swiss, telah dicapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, mengenai upaya mengatasi masalah nuklir Korea Utara, yang dituangkan dalam kerangka perjanjian (Agreed Freamwork). Dimana dalam kesepakatan tersebut Korea Utara harus meninggalkan keinginannya membuat senjata nuklir dan Amerika Serikat akan membentuk kosorsium untuk membangun dua reaktor air ringan (Light Water Reactor. LWR) guna memenuhi kebutuhan energi Korea Utara  dan harus mengirim 500.000 metrik ton minyak solar (Heavy Oil) ke Korea Utara tiap tahunnya, sebagai pengganti energi nuklir untuk menutup kebutuhan energi nuklirnya.


Upaya penyelesaian masalah nuklir Korea Utara pada tahun 2002 terus bersitegang antara Korea Utara dan Amerika Serikat, Korea Utara menganggap keberadaan militer AS yang sangat dekat dengan negaranya telah memberikan ancaman bagi Korut sendiri, oleh karena itu Korea Utara melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Pemimipin Korea Utara merasa terancam akan kapabilitas militer AS dan rencana AS untuk merubah rezim dan kebijakan pre-emptive stike AS. Para pemimpin Korea Utara telah menyimpulkan bahwa senjata nuklir merupakan satu-satunya cara untuk menjamin bertahannya rezim dihadapan potensi ancaman nuklir AS. Korea Utara telah melakukan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya untuk menciptakan pengaruh yang diperlukan untuk membangun hubungan baru dengan AS yang akan memastikan bertahannya rezim tersebut dan menciptakan suatu lingkungan yang lebih baik untuk perubahan ekonomi. Senjata nuklir dan rudal balistik di maksudkan untuk memperkuat posisi Korea Utara yang lemah dalam perundingan. Pemimpin Korea Utara juga menginginkan senjata nuklir menjadi sebuah jaminan keamanan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan AS, Korea Selatan, dan Jepang.


Uji coba nuklir Korea Utara, dimaknai sebagai bagian strategi penguatan kemampuan militer Korea Utara yang juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar politiknya dalam percaturan internasional termasuk Amerika Serikat. Hal ini dapat ditelusuri dari realitas bahwa Korea Utara menghadapi implikasi politik dan ekonomi akibat Perang Korea dengan hubungan yang relatif terisolasi dari Barat dan sekutunya serta kesulitan ekonomi. Pada situasi ini fokus perhatian penggalangan kekuatan nasionalnya bagi peningkatan kemampuan militernya, merupakan pilihan sadar dan rasional yang diambil untuk memperkuat posisi tawarnya untuk memperoleh kompensasi politik ekonomi yang dibutuhkan oleh Korea Utara.
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